
 

BAB IV 

 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Jaksa Madya IV/A Jaksa Fungsional 

Kejaksaan Negeri Padang, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan 

Negeri Padang, dan Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Padang dapat 

disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Peranan Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Padang dalam 

penegakan hukum tindak pidanan ringan di Kota Padang bahwasanya untuk 

di Kejaksaan Negeri Padang mengganggap hal tersebut merupakan Tindak 

Pidana Biasa yang sudah ada kualifikasi khusus sesuai dengan Pedoman 

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam artian tidak semua 

perkara pidana bisa diselesaikan akan tetapi dengan kualifikasi pidana yang 

tercantum sesuai dengan peraturan tersebut. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri 

Padang yaitu kendala yang terjadi langsung oleh para pihak, bukan dari 

Kejaksaan Negeri Padang tersebut. Kendala yang biasa terjadi adalah: 

a. Residivis (Terjadinya Tindak Pidana Berulang) setelah terdakwa pernah 

diselesaikan perkara tindak pidananya melalui Keadilan Restoratif. 

b. Penolakan pihak keluarga korban untuk diselesaikan melalui Rumah 

Restorative Justice. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, amak penulis memberikan 

saran kepada Kejaksaan Negeri Padang, yaitu sebagai berikut: 

1. Kejaksaan Negeri Padang dalam memastikan dan menyelesaikan perkara- 

perkara terhadap pelaku tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa yang 

sudah sesuai dengan kualifikasi agar tetap mempertahankan program Rajo 

Langit Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Padang yang dinilai 

sangat bagus dan memiliki dampak positif kepada para pelaku dalam segi 

sebelum dikeluarkan. 

2. Pemerintah memiliki peranan besar pada semua elemen Masyarakat untuk 

meminimalisir terjadinya tindak-tindak pidana yang kemudian dapat 

merugikan masyarakat banyak dan Pemerintah harus tetap mempertahankan 

metode Keadilan Restoratif ini karena memiliki efek kriminologi yang 

berdampak positif untuk masyarakat dan berkurangnya angka kriminalitas di 

Kota Padang. 

3. Masyarakat harus mampu bekerja sama dengan Pemerintah dan Kejaksaan 

Negeri Padang dalam memberantas kriminalisasi ditengah masyarakat Kota 

Padang, dan dapat menyelesaikan masalah tidak selalu ditempuh dengan cara 

main hakim sendiri atau dengan menambah kapasitas rumah tahanan negara, 

akan tetapi dengan meminimalisir setiap tindak pidana yang dapat merugikan 

masyarakat banyak dan bersama-sama untuk selalu mencarikan solusi dibalik 

permasalahan demi keberlangsungan hidup bermasyarakat yang sejahtera. 
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